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BUPATI SANGGAU
PROVINSI  KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR  80  TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang                 :     a.  bahwa   dalam    rangka   mewujudkan    Un£L;ersciz   Hearth
Col;eroge  (UHC)   atau  kepesertaan  semesta,  Pemerintah
Kabupaten  Sanggau  berkomitmen  memperluas  cakupan
kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional    di Kabupaten
S an ggau        dengan        target        ke pe se rtaan        d alam
penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan  mencakup
seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau;

b.  bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor
32    Tahun    2019    tentang    Penyelenggaraan    Program
Jaminan    Kesehatan    di    Kabupaten    Sanggau    perlu
dilakukan penyesuaian ;

c.  bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan   Bupati   tentang   Perubahan   atas   Peraturan
Bupati  Nomor  32  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sanggau;

Men8in8at 1.  Undang-Undang     Nomor     27     Tahun      1959     tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun  1953
tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  di  Kalimantan
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor
9)  sebagai  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1959  Nomor  72,  Tambahan  Ilembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem
Jaminan   Sosial   Nasional   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  150,  Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4456),   sebagaimana
telah  diubah   dengan   Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020  tentang  Cipta  Kelja  (I,embaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun  2020  Nomor 245, Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

3.  Undang-Undang     Nomor     36     Tahun     2009     tentang
Kesehatan  (I,embaran  Negara  Republik Indonesia Tahun
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2009  Nomor  144,  Tambahan  Ilembaran  Negara Republik
Indonesia    Nomor    5063),    sebagaimana    telah    diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang
Cipta Kelja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020  Nomor 245,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) ;

4.  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan
Penyelenggara     Jaminan     Sosial     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  116,  Tambahan
Lembaran    Negara   Republik   Indonesia   Nomor    5256),
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Undang-Undang
Nomor   11   Tahun  2020  tentang  Cipta  Kelja  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2020   Nomor   245,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6573);

5.  Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  I,embaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagaimana
telah  beberapa  kali  diubah,   terakhir  dengan  Undang-
Undang   Nomor   11   Tahun   2020   tentang   Cipta   Kelja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6573) ;

6.    Peraturan  Pemerintah  Nomor   101  Tahun  2012  tentang
Penerima Bantuan  luran Jaminan  Kesehatan  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor   264,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
5372),    sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Pemerintah  Nomor  76  Tahun  2015       (I,embaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  226,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

7.   Peraturan   Presiden   Nomor   82   Tahun   2018   tentang
Jaminan      Kesehatan      (Lembaran      Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2018  Nomor   165),  sebagaimana  telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor   64   Tahun   2020   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

8.    Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   71   Tahun   2013
tentang  Pelayanan  Kesehatan  pada  Jaminan  Kesehatan
Nasional,    sebagaimana    telah    beberapa    kali    diubah,
terakhir  dengan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  5
Tahun 2018;

9.   Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   21   Tahun   2016
tentang  Penggunaan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatari
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya   Operasional   pada   Fasilitas   Kesehatan   Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

10. Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  21  Tahun  2019  tentang
Persyaratan  dan    Tata  Cara  Perubahan  Data  Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;

11. Peraturan  Gubernur  Kalimantan Barat  Nomor 77  Tahun
2018    tentang    Penyelenggaraan    Jaminan    Kesehatan
Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat;

12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pe nyele n ggaraan        Program        J aminan        Ke sehatan
di Kabupaten Sanggau;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan                 :     PERATURAN      BUPATI      TENTANG      PERUBAHAN      ATAS
PERATURAN  BUPATI   NOMOR   32  TAHUN   2019   TENTANG
PENYELENGGARAAN    PROGRAM    JAMINAN    KESEHATAN
DI KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Program  Jaminan  Kesehatan  di  Kabupaten  Sanggau  (Berita  Daerah  Kabupaten
Sanggau Tahun 2019 Nomor 32), diubah sebagai berikut:
Ketentuan dalam ayat ( 1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1)  Peserta Integrasi ke Program JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,  adalah

penduduk  di  Daerah  yang  mempunyai  masalah   kesehatan  dengan  prioritas
penduduk miskin yang ditetapkan oleh Dinas Sosial,  Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan telah didaftarkari sebagai peserta
Program JKN dengan ketentuan belum memiliki Jaminan Kesehatan lainnya.

(2)  Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan berdasarkan
keljasama   antara   Pemerintah   Daerah   dan   BPJS   Kesehatan   sesuai   dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Mekanisme penetapan dan kriteria peserta PBI diatur dalam Petunjuk Teknis yang
ditetapkan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal   29  Desember 2020

BUPATI SANGGAU,
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PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal  29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 80
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